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Samuel Hungtinton
mendefinisikan
Partisipasi Masyarakat
sebagai kegiatan warga
sipil (private citizen) untuk
mempengaruhi
Pengambilan keputusan
oleh pemerintah
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Mengapa Mesti Ada Partisipasi
Masyarakat?
E A




Orang-orang yang
terkena dampak

kemungkinan besar
tidak terwakili

suaranya
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Anggota masyarakat dapat
memberikan informasi
tambahah Yang berguna
Kepada pembuat Kkeputusah,
terutama Ketika hilai-hilal Yang
terlibat tidak dapat dengan
mudah diukur;
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Memperkuat akuntabilitas
pembuat Keputusah politik dan
administratif.

Keterbukaan memberi tekahah
pada administrator untuk
mengikuti prosedur Yang diperjukanh






Principle 10 of the Rio Declaration on
Environment and Development

&

IN OUR HANDS
EARTH SUMMIT ‘92

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap
informasi, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, dan memiliki akses terhadap keadilan



(Hinderordonnantie)
. Pasal 5
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UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG

KETERBUKAAN
INFORMASE PUBLIK
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UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

e M ipuD

) Porbefidsan dae Pngesahas Barcangan
Perptiran Qaerah

) Dernvd Rancargan Mecaturen QDberad

IARANTA 2

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN
PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

| EDISI TAHUN 2016 |

Dilenglapi Dengan:

LAMPIRAN |
* Teknik Penyusunan Naskah Akademik

* Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraluran

Daerah Provinsi, dan
* Rancangan Peraturan Daerah Kabupater/Kota

LAMPIRAN I

» Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

FM Fokusmedia
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBANAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDUNESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN

‘;{PERUNDANG-UNDANGAN

Dilengkapi :

* Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-
Undangan

* Peraturan Presiden Rl Nomaor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

* Paraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2015
Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan
Pombin:nanny:

LENGHAP
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Bandung

PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

RUU




UNDANG - UNDANG No.4 TAHUN 1982

JMUM DAERAH
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(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Mehpul)
A Dokumen Perusahaan
J Benda Cagar Budaya
JAnalisis Dampak Lingkungan

J Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahayva Dan Beracun

~AKARTA - 1997
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UNDANG - UNDANG R. I
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG

PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

Dilengkapi
#* UU RI No, 23 Th, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

#® PP RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan hidup
& PP RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa

Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar
Pengadilan

® PP Rl Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan
‘AAN NASIONAL Rl [RLEUULEELR IR - B e

B9 tentang Pengendalian Pencemaran

Hidup Nomor 115 Tahun 2009

Penerhit




Penyebarluasan : Prolegnas, RUU dan UU
- Ps. 88 UU 12/11 - penyebarluasan di semua tahap oleh DPR & Pemerintah
- Ps 170-1973 Perpres 87/14 - penyebarluasan Proglegnas
- Ps. 174-176 Perpres 87/14 — Penyebarluasan RUU
- Ps 176-179 Perpres 87/14 — penyebarluasan UU

Perencanaan
(Prolegnas)

Penyusunan

Pembahasan

Pengesahan

Pengundangan
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Aspirasi Masy.
- Ps.18 UU 12/11
- Ps.21 UU 12/11
- Ps. 11 Perpres 87/14
- Ps. 117-118 Per DPR
1/2020
- Ps. 170 Per DPD 2/19

Masukan dari Masyarakat.
- Ps. 128 Per DPR 1/2020
- Ps. 185 (1) Per DPD 2/19

-
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Partisipasi Masyarakat

-Ps.96 UU 12/11
- Ps. 188 Perpres 87/14




Contoh

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja

Tahap Perencanaan - 2 kali Konsultasi Publik

Tahap Penyusunan dan Pembahasan - 44 kali konsultasi Publik

Akses informasi?
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Partisipasi masyarakat memiliki tiga prasyarat, yaitu:
e hak untuk didengarkan pendapatnya (right to
be heard); kedua,

e hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right
to be considered); dan ketiga,

e hak untuk mendapatkan penjelasan atau
jawaban atas pendapat yang diberikan (right to
be explained).




Terbukanya Akses terhadap semua informasi terkait
serta tersedianya sarana untuk mengajukan banding/
keberatan jika akses informasi dan atau akses
partisipasinya tidak dilakukan secara hakiki.
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Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan
secara lisan

Maupun secara tertulis, baik secara
langsung maupun tidak

Langsung. Partisipasi Masyarakat dapat
dilakukan melalui; 1. rapat dengar
pendapata umum, 2.kunjungan kerja, 3.
sosialisasi, 4. seminar, loka karya, atau
FGD
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Tahap Ante Legislative Tahap Lesgislative Tahap Post Legislative

» Penelitian

» FGD, Lokakarya, dan
Seminar

» Pengajuan usul inisiatif

» Perancangan

>
>

>

Audiensi/RDPU » Unjuk rasa terhadap UU baru
Rancangan peraturan » Tuntutan Uji Materi (JR) UU
alternatif baru

Masuk melalui media cetak > Sosialisasi UU melalui

Masuk melalui media penyuluhan, FGD, lokakarya,
elektronik atau seminar

Unjuk rasa

FGD, Lokakarya, dan
Seminar
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Saya berpartisipasi,
kamu berpartisipasi,
kita berpartisipasi,
agar yang untung
tidak sebatas mereka.
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-+ Terima Kasih!
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